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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  1 TAHUN 2017 

TENTANG 

OPERASI PARALEL PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN                          

JARINGAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga 

listrik yang lebih efektif dan efisien serta andal dan stabil, 

perlu mengatur mengenai operasi paralel pembangkit 

tenaga listrik dengan jaringan tenaga listrik                            

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan 

Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero);  

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik 

Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 34);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5530); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan 

dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik 

oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan 

Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1790) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya 

yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 417); 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 01 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Penyediaan 
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Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan 

Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 3); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang 

Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1563); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG OPERASI PARALEL PEMBANGKIT 

TENAGA LISTRIK DENGAN JARINGAN TENAGA LISTRIK                  

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya 

disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik 

negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero).  

2. Pemilik Pembangkit Untuk Kepentingan Sendiri adalah 

pemilik pembangkit yang digunakan untuk kepentingan 

sendiri dengan kapasitas sampai dengan 200 (dua ratus) 

kVA. 
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3. Pemegang Izin Operasi adalah pemegang izin untuk 

melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 

sendiri dengan kapasitas di atas 200 (dua ratus) kVA. 

4. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  

Terintegrasi adalah pemegang izin usaha penyediaan 

tenaga listrik terintegrasi selain PT PLN (Persero). 

5. Pemilik Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya 

disebut Pemilik Pembangkit adalah Pemilik Pembangkit 

Untuk Kepentingan Sendiri, Pemegang Izin Operasi, atau 

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

Terintegrasi.  

6. Operasi Paralel adalah interkoneksi pembangkit tenaga 

listrik atau sistem penyediaan tenaga listrik Pemilik 

Pembangkit dengan sistem penyediaan tenaga listrik 

lainnya. 

7. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal 

suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana 

kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan 

siap dioperasikan.  

8. Daya Mampu Netto adalah daya mampu pembangkit 

dalam satuan megawatt berdasarkan hasil pemeriksaan 

dan pengujian yang dituangkan dalam Sertifikat Laik 

Operasi. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.  

10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, 

pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan 

lingkungan di bidang ketenagalistrikan. 

11. Inspektur Ketenagalistrikan adalah pejabat fungsional 

yang mempunyai tugas melakukan pengawasan 

keteknikan ketenagalistrikan. 
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BAB II 

MEKANISME OPERASI PARALEL 

 

Pasal 2 

(1) Dalam rangka menjaga keandalan dan/atau 

mendapatkan keandalan yang lebih baik, Pemilik 

Pembangkit dapat melakukan Operasi Paralel dengan 

sistem penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero). 

(2) Operasi Paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan berdasarkan fungsi, yaitu sebagai 

berikut: 

a. cadangan (backup), berupa Operasi Paralel dengan 

pembelian tenaga listrik dari PT PLN (Persero) 

bersifat sewaktu-waktu; dan/atau 

b. suplemen, berupa Operasi Paralel dengan pembelian 

tenaga listrik dari PT PLN (Persero) bersifat sebagai 

tambahan.  

(3) Operasi Paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan pada jaringan tenaga listrik: 

a. tegangan tinggi;  

b. tegangan menengah; dan/atau 

c. tegangan rendah.  

(4) Dalam pelaksanaan Operasi Paralel sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemilik Pembangkit terlebih 

dahulu menjadi pelanggan PT PLN (Persero). 

(5) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan dengan ketentuan daya kontrak 

penyambungan paling rendah 20% (dua puluh persen) 

dari kapasitas pembangkit yang akan dilakukan Operasi 

Paralel. 

(6) Kapasitas pembangkit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) merupakan Daya Mampu Netto berdasarkan Sertifikat 

Laik Operasi pembangkit yang akan dilakukan Operasi 

Paralel.  

(7) Dalam hal Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) belum terdapat besaran Daya Mampu Netto 

pembangkit, Daya Mampu Netto pembangkit dinyatakan 
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